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Jakarta, 04 Agustus|August 2021
No : 0246/S5/VIII/21

Kepada Yth|To :

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal | Executive Chief of the Capital Market Supervisory
Otoritas Jasa Keuangan | The Indonesian Financial Services Authority

Gedung Sumitro Djojohadikusumo - Departemen Keuangan Rl

JI. Lapangan Banteng Timur No. 1-4,
Jakarta 10710

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 2 | Head of Corporate Valuation Division 2

Bursa Efek Indonesia | Indonesia Stock Exchange
Gedung Bursa Efek Indonesia
JI. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Perihal | Subject

Penyampaian Bukti Iklan Pembagian Dividen Interim Kedua Tahun Buku 2021 PT Selamat

Sempurna Tbk | Submission of Proof of Advertisement for the Annoucement of 2" Interim
Dividend Distribution for the 2021 Financial Year of PT Selamat Sempurna Thk.

Dengan hormat,

Menunjuk pada perihal tersebut di atas, bersama ini
kami menyampaikan bahwa PT Selamat Sempurna Tbk
telah melakukan Pengumuman kepada para Pemegang
Saham mengenai jadual dan tata cara pembagian
Dividen Interim Kedua tahun buku 2021 di dalam surat
kabar harian berbahasa Indonesia “Media Indonesia”
pada Rabu, 04 Agustus 2021. Sebagai referensi,
terlampir adalah bukti iklan pengumuman tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan
terima kasih.

g Hormat kami | Regards, AJ
PT Selamat Sempurna Tbk

W T s

ANG ANDRI PRIBADI
Direktur|Director

Tembusan Yth | CC: 1.

With due respect,

Referring to the subject mentioned above, hereby we
informed that PT Selamat Sempurna Thk has announce to
the Shareholders for schedule and procedure 2" Interim
Dividend Distribution for the 2021 financial year, in
Indonesian daily newspapers “Media Indonesia” on
Wednesday, 04 August 2021. For your reference,
attached is the proof of above notice.

Please be informed accordingly, thank you for your kind
attention.

Direktur Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil, OJK | Director of the

Directorate of Financial Assessment of Real Sector - The Financial Services Authority’s (OJK)
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia | Board of Directors Indonesia Stock Exchange
3. Kepala Divisi Jasa Kustodian - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia | Head of Custodian
Service Division - Indonesian Central Securities Depository
4. Biro Administrasi Efek | Share Registrar - PT Sinartama Gunita



10 RraBU 4 AGUSTUS 2021

EKONOMI

MEDIA
INDONESIA

PPN Sewa Toko
Dibebaskan

Insentif diharapkan mampu memberi
manfaat bagi pedagang eceran secara
luas mengingat sektor perdagangan

mempekerjakan sekitar 25,16 juta pekerja.

FeTRy WURYASTI
fetry@mediaindonesia.com

EMERINTAH resmi

menanggung pajak

pertambahan nilai

(PPN) 10% atas sewa
toko atau gerai para pedagang
eceran selama tiga bulan, mu-
lai Agustus hingga Oktober
2021. Langkah itu diambil
agar dunia usaha bertahan di
masa krisis akibat pandemi
covid-19.

“Insentif PPN ditanggung pe-
merintah (DTP) sewa ruangan
ini membantu pelaku sektor ri-
tel, khususnya pedagang eceran
yang menjual barang dan/atau
jasa langsung ke konsumen
akhir,” kata Kepala Badan Ke-
bijakan Fiskal Kementerian
Keuangan Febrio Kacaribu di
Jakarta, kemarin.

Insentif itu tidak hanya dibe-
rikan kepada pedagang eceran
di pusat perbelanjaan, tetapi
juga di pasar rakyat, kompleks
pertokoan, apartemen, hotel,
lingkungan pendidikan, ling-
kungan kantor, dan fasilitas
transportasi publik.

Kebijakan pemberian insentif
tersebut tertuang di dalam Per-
aturan Menteri Keuangan No
102/PMK.10/2021 tentang PPN

atas Penyerahan Jasa Sewa Ru-
angan atau Bangunan kepada
Pedagang Eceran yang Ditang-
gung Pemerintah tertanggal 30
Juli 2021.

Febrio menyatakan tambah-
an insentifitu ialah bagian dari
Program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN). Insentif itu
diharapkan mampu memberi
manfaat bagi pedagang eceran
secara luas mengingat sektor
perdagangan mempekerjakan
sekitar 25,16 juta pekerja.

“Diharapkan, PPN DTP atas
sewa ruangan dimanfaatkan
secara optimal dan dapat men-
jadi pelengkap kebijakan yang
telah dikeluarkan pemerintah
untuk melindungi masyarakat
dan pemulihan ekonomi nasio-
nal,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah
telah memberikan berbagai in-
sentif perpajakan untuk dunia
usaha seperti PPh 21 DTP, PPh
final UMKM DTP, pembebasan
PPh 22 impor, dan pengurangan
angsuran PPh 25.

Kemudian juga pengembalian
pendahuluan PPN, penurunan
tarif PPh badan untuk seluruh
WP, PPN DTP properti, dan
PPnBM mobil sehingga total
alokasi APBN 2021 untuk in-
sentif perpajakan bagi dunia

usaha dalam program PEN ialah
Rp62,83 triliun.

Tutup akun impor

Dikesempatan terpisah, peru-
sahaan lokapasar (e-commerce)
Lazada menutup akun peda-
gang dariluar negeri yang men-
jual produk-produk mereka di
Indonesia. Hal itu bertujuan
melindungi pelaku UMKM lokal
dari serbuan produk asing.

Country Head of Public Policy
and Goverment Affair Lazada
Indonesia Waizly Darwin dalam
konferensi pers daring kemarin
mengatakan penutupan keran
impor produk asing melalui
lokapasar (cross border e-com-
merce) telah dilakukan secara
bertahap oleh Lazada selama
masa pandemi.

“Terdapat tiga klaster produk
asing yang ditutup perdagang-
annya di Indonesia, yaitu teks-
til dan fesyen, makanan dan
minuman, serta kerajinan. Tiga
Klaster produk ini dipilih karena
merupakan bagian dari klaster
industri substitusi impor peme-
rintah. Selain itu, tiga klaster
ini dinilai sektor penting dalam
rangka pemulihan ekonomi na-
sional,” papat Waizly.

Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki mengapresia-
si langkah menyetop impor
produk asing melalui Lazada.
Menurutnya, kebijakan tersebut
bisa melindungi produk-produk
UMKM lokal dan meningkatkan
daya saing di negeri sendiri.
(Des/Ant/E-2)

ANTARA /GALIH PRADIPTA

REALISASI DANA
PEN: Warga berjalan
dengan latar gedung
bertingkat di kawasan
Jalan Sudirman, Jakarta,
kemarin. Menteri
Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga
Hartarto menyampaikan
realisasi dana Program
Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) hingga
akhir Juli mencapai
Rp305,5 triliun, atau 41%
dari total pagu Rp744,75
triliun.

Sistem Bongkar Muat
Butuh Evaluasi

PEMERINTAH diimbau me-
ningkatkan efisiensi sistem
ekspor impor dengan meng-
evaluasi penerapan hambatan
nontarif (non-tariff measure/
NTM). Tanpa infrastruktur
dan sistem yang memadai,
penerapan kebijakan itu ha-
nya akan menimbulkan biaya
tambahan yang pada akhirnya
berdampak pada harga jual.
Kepala Penelitian Center
for Indonesian Policy Studies
(CIPS) Felippa Ann Amanta
mengatakan, dengan meru-
juk pada hasil survei Inter-
national Trade Center 2016

mengenai perspektif perusa-
haan Indonesia, para pengu-
saha banyak mengeluhkan
NTM teknis, inefisiensi sis-
tem, dan penerapan NTM.
Semua itu sering kali meng-
akibatkan keterlambatan
dan hambatan prosedural.
“Keluhan-keluhan tersebut
seharusnya jadi masukan
untuk mereformasi sistem
ekspor impor di Tanah Air,”
ujarnya, kemarin.
Inefisiensi dalam sistem
dan pelaksanaan NTM sa-
lah satunya disebabkan in-
frastruktur lokal dan kapasi-

tas staf pelaksana di lapang-
an. Hambatan prosedural
yang sering muncul antara
lain berulangnya permin-
taan dokumen, biaya serti-
fikasi yang mahal, sikap staf
yang tidak profesional, dan
tak sedikit berujung pada
pungutan tidak resmi.
Felippa menambahkan,
bentuk inefisiensi lainnya
ialah lamanya bongkar muat
kontainer (dwelling time) di
Indonesia yang diperkirakan
berlangsung selama lima hari,
jauh lebih lama kalau diban-
dingkan dengan 1,5 sampai

dua hari di Singapura dan
Hong Kong. Lamanya bong-
kar muat sangat dipengaruhi
proses perizinan bea cukai
dan prosedur inspeksi yang
dilakukan pihak pelabuhan.

Dalam banyak kasus, bong-
kar muat bahkan bisa ber-
langsung hingga berbulan-
bulan, terutama pada masa
sibuk. Berlarutnya proses
itu memunculkan biaya tam-
bahan, seperti untuk trans-
portasi dan penyimpanan.
Komoditas yang tak tahan
lama, seperti sayur dan buah,
sangat berpotensi rusak.

“Hambatan prosedural
yang ada di lapangan perlu
ditekan, seperti meningkat-
kan kapasitas proses bong-
kar muat dan pemeriksa,”
jelas Felippa. (Try/E-2)
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Untuk Diagnosa Lebih Baik
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APORAN KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

LAPORAN POSISI KEUANGAN
30 JUNI 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET

JUN 2021 DES 2020

2021 2020

ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas
Deposito berjangka
Piutang Usaha
Pihak Ketiga - neto
Pihak Berelasi
Persediaan
Biaya Dibayar di Muka
Aset Lancar Lainnya

TOTAL ASET LANCAR

ASETTIDAKLANCAR

Biaya Dibayar di Muka

Aset Pajak Tangguhan - neto
Piutang Pihak Berelasi

Aset Tetap neto

Aset Takberwujud neto

Aset Hak Guna

Aset Tidak Lancar Lainnya

TOTAL ASET TIDAK LANCAR

TOTAL ASET

473.290
799.643

364.988
769.554

131399 138.525
- 905
58.081 68.199
2.449 6.650
28.123 11.191

1.492.985 1.360.012

70.834 392
45934 43.342
12 12
543.950 567.933
18.186 13.935
218.833 241.498
1.050 4.928

898.799 872.040

2.391.784 2.232.052

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Usaha
Pihak Ketiga
Pihak Berelasi

Utang Pajak

Beban Akrual

Pendapatan Diterima di Muka

Liabilitas Jangka Pendek Lainnya
Pihak Ketiga
Pihak Berelasi

Bagian Liabilitas Jangka Panjang yang
Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun:
Utang Bank Jangka Panjang
Utang Pembiayaan Konsumen
Utang Sewa Hak Guna

TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka Panjang - Setelah
Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo
dalam Satu Tahun:
Utang Bank Jangka Panjang
Utang Sewa Pembiayaan
Utang Pembiayaan Konsumen
Utang Sewa Hak Guna

Liabilitas Jangka Panjang Lainnya
Pihak Ketiga

Liabilitas Imbalan Kerja

TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

TOTAL LIABILITAS

EKUITAS

Modal Saham
-3.000.000.000 Saham dengan nilai
nominal Rp 100 ( Rupiah penuh) per saham

Modal Ditempatkan dan Disetor penuh
-937.500.000 Saham
Tambahan Modal Disetor
Pembayaran berbasis saham
Saldo laba
Ditentukan penggunaannya
Belum ditentukan penggunaannya

TOTAL EKUITAS

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

pada tanggal 30 Juni 2021 dan Desember 2020

JUN 2021 DES 2020

3.427
448
16.346

224.757

3.427
976
17.579

210.155

646
217.668

238.178

646
211.037

233.598

462.935 443.753

93.750
1.153.146
17.255

93.750
1.153.146
17.255

5.000
659.698

1.928.849

5.000
519.148

1.788.299

2.391.784 2.232.052

PENDAPATAN - NETO
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA BRUTO

Beban Usaha
Pendapatan Lainnya
Beban Lainnya

LABA USAHA

Pendapatan Keuangan
Beban Keuangan

LABA SEBELUM PAJAK
Beban Pajak Penghasilan
LABA TAHUN BERJALAN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi
ke Laba Rugi :
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti
Pajak Penghasilan atas pos yang tidak akan
direklasifikasikan ke laba-rugi

Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak

TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

LABA PER SAHAM DASAR
(dalam rupiah penuh)

1.238.353
(471.415)
766.938

657.290
(319.452)
337.838

(402.632)
1.467
(238)

365.535

(375.942)
1.479
(255)

(36.880)

17.361
(1.743)

381.153
(80.130)
301.023

22438
(2.360)

(16.802)
4.707
(12.095)

(10.849)

2.387
(8.462)

301.798 (20.557)

321,09 (12,90)

Himpunan Urun Dana

Berbasis Teknologi Naik 52,1%

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK)
menyatakan pascapenerbitan
POJK Nomor 57/POJK.04/2020
tentang Penawaran Umum
Efek melalui Layanan Urun
Dana Berbasis Teknologi Infor-
masi, atau securities crowfund-
ing (SCF), jumlah dana yang da-
pat dihimpun hingga akhir Juni
2021 naik 52,1% (ytd) menjadi
Rp290,82 miliar dari Rp191,2
miliar pada Desember 2020.

Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal OJK Hoesen me-
ngatakan, hingga 30 Juni 2021,
total penyelenggara yang men-
dapatkan izin dari OJK bertam-
bah menjadi lima pihak.

Di samping itu, jumlah
penerbit atau pelaku UMKM
yang memanfaatkan SCF juga
mengalami pertumbuhan
24,8% (ytd) menjadi 161 pener-
bit. Dari sisi pemodal juga
terjadi pertumbuhan 54,53%
(ytd), dari sebelumnya hanya
berjumlah 22.341, menjadi se-
banyak 34.525 investor.

“Untuk itu, kami sangat
mengapresiasi rekan-rekan

Asosiasi Layanan Urun Dana
Indonesia atau ALUDI yang
terus berkomitmen mendu-
kung pengembangan industri
ini dan kami mengimbau agar
semua pihak, termasuk para
sarjana ekonomi, untuk turut
berpartisipasi aktif dalam
menumbuhkembangkan SCF
ini demi kemajuan UMKM
dan perekonomian Indone-
sia,” ujar Hoesen saat men-
jadi pembicara kunci dalam
kegiatan sosialisasi POJK 57
kepada pelaku UMKM di wila-
yah DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Barat, kemarin.

Pada awalnya, kegiatan
fintech crowdfunding diatur
dalam POJK Nomor 37 Tahun
2018 tentang Layanan Urun
Dana melalui Penawaran
Saham Berbasis Teknologi
Informasi (Equity Crowd-
funding). Setelah OJK me-
lakukan evaluasi, kegiatan
equity crowdfunding (ECF)
tersebut ternyata masih me-
miliki banyak keterbatasan,
di antaranya jenis pelaku

usaha harus berbadan hukum
perseroan terbatas (PT) dan
jenis efek yang dapat ditawar-
kan hanya berupa saham.

Sebagai gambaran, sam-
pai dengan akhir Desember
2020, jumlah penerbit/pelaku
UMKM yang memanfaat-
kan ECF, dari empat penye-
lenggara, baru mencapai
129 penerbit (perusahaan)
dengan jumlah dana yang
dihimpun mencapai Rp191,2
miliar. Jika dibandingkan
dengan total jumlah UMKM
yang ada di Indonesia, yang
menurut data Kemenkop
UKM 2018 telah mencapai
64 juta pelaku usaha, jumlah
penerbit tersebut masih ter-
bilang sangat sedikit.

Seusai berkaca pada evalu-
asi yang telah dilakukan,
khususnya terkait dengan du-
kungan OJK terhadap UMKM,
OJK memutuskan untuk men-
cabut POJK Nomor 37 Tahun
2018 dan menggantinya de-
ngan POJK Nomor 57 Tahun
2020. (Des/Ant/E-3)

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2021 DAN 2020

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Kas dari Pelanggan

Pembayaran Kas kepada Karyawan, Pemasok dan
Pihak ketiga

Penghasilan Bunga

Pembayaran Bunga

Pembayaran Pajak Penghasilan

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Hasil Penjualan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Takberwujud

Pengurangan aset hak guna

Penambahan Uang Muka Pembelian Aset Tetap
Penambahan sewa dibayar dimuka jangka panjang
Penurunan (kenaikan) aset tidak lancar lainnya
Pencairan (Penempatan) Deposito Berjangka

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI
(DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Pembayaran Utang Bank

Pembayaran Utang Sewa Pembiayaan
Pembayaran Utang Pembiayaan Konsumen
Pembayaran Utang Sewa Hak Guna
Pembayaran Utang jangka panjang
Pembayaran Dividen Tunai

ARUS KAS BERSIH DIPEROLEH DARI
AKTIVITAS PENDANAAN

KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS, AWAL TAHUN

KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN

1.246.444 717.057
(820.225)
17.361
(1.743)
(63.633)

378.203

(575.779)
22.438
(2.360)
(30.480)

130.877

545
(9.603) (59.391)
(9.155) (328)

22.665 -
(9.925) (46.329)
(70.442) (81.953)
1.161 266
(30.089) 200.000

390

(104.843) 12.655

(1.713) (6.443)

- (337)

(435) (709)
(1.663) (4.300)

- ®3)
(161.248) (105.131)

(165.059) (116.923)

108.302 26.609

364.988 91.852

473.290 118.461

CATATAN :

1 Informasi keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 tidak diaudit.
2 Informasi keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 diambil dari laporan keuangan yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, & Surja, auditor independen, dengan opini wajar dalam
semua hal yang material sebagaimana tercantum dalam laporannya tanggal 10 Maret 2021 yang tidak tercantum

dalam publikasi ini.

PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk

Jakarta, 4 Agustus 2021
Direksi
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PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG
PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM KEDUA TAHUN BUKU 2021

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Direksi Perseroan pada Senin, 02 Agustus 2021,
sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan
membayar Dividen Interim Kedua untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp.20,- (dua
puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut “Dividen Interim”) kepada para Pemegang Saham dengan jadual pelaksanaan

MANUFACTURER OF AUTOMOTIVE PARTS
MEMBER OF ADR GROUP - AUTOMOTIVE DIVISION

dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

I. Jadual Pembagian Dividen Interim:

1) Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi
2) Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi

3) Cum Dividen Interim di Pasar Tunai

4) Ex Dividen Interim di Pasar Tunai

5) Recording Date yang berhak atas Dividen Interim

6) Pembayaran Dividen Interim

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat

pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.

2

-

3

=

4

=

yaitu:

a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan
Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP”), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek
paling lambat Jumat, 13 Agustus 2021 pukul 16:00 BBWI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2021
tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha dan Peraturan Menteri Keuangan
No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan, maka Dividen Interim tidak dipotong Pajak Penghasilan (PPh) untuk:

(i) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri dengan syarat Dividen Interim tersebut harus diinvestasikan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi tidak
memenuhi syarat tersebut, maka Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang atas Dividen Interim; wajib disetor
sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Menteri

Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan (“DPS"”) atau recording date pada Jumat, 13 Agustus 2021 dan/atau Pemegang Saham Perseroan pada sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“"KSEI"”) pada penutupan perdagangan Jumat, 13 Agustus 2021.
Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim
dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
pada Rabu, 25 Agustus 2021. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
Dividen Interim yang akan dibagikan, akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku. Oleh karenanya, Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan,

Keuangan No.18/PMK.03/2021 tersebut.
(i) Wajib Pajak Badan dalam negeri.

b
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Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty dengan Republik Indonesia, dapat memanfaatkan tarif
pemotongan pajak yang lebih rendah (tarif sesuai P3B) jika dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/P]/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara
Penerapan P3B, yaitu dengan menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) WPLN sesuai dengan format dan
tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-25/P1/2018 kepada KSEI
atau Biro Administrasi Efek paling lambat Jumat, 13 Agustus 2021 pukul 16.00 BBWI. Tanpa adanya SKD dengan
format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
5) Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima, maka
pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan
Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
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